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AJl Imbau DPR

tidak Batasi

Pers

Neliput Wakil Rakvat

AT TANNST Jurnalis Independen
CAJD mengirmbau Dewan Pexr—
walkdidlan Rakyvat (IDPIR) untulk
tidak mengelkang kebebasan
Pers dalan permbuatan pera-—
turan peliputan pers di ling-
kunigan DPR.

“Peraturan peliputan di
Imarna purn rmermang dibutubhi -
lkkan untulk Mmengatur agair
Proses peliputan dapat bexr-
jalan lancar. INarmumn, pera—
tTuran itu tidak boleh rmenge-
kKang kebebasan pers. Bah-
kan, seharusnya peraturan
dibuzat untulk mermudahlcan
akses pencarian info Ibagi
jurmnalis.” kata Ketua Urnmuarn
AJI Eko Maryvacli, di Jalkartear,
lkermarin.

Dia mentgatalkan AJTI rmen-
dulkung adanyva peraturai
Prreliputan di lermmbaga rmiana
Pun asallkan tidalk mmengharn-—
bat tugas jurmnalis uauntulk Tmeli-
out, tidalk mempersulit akses
informasi bagi pers, cdan ticlalk
mengelkang kebebasan pers.

“IKalau peraturan peliputan
cdiTOPR suacilah mmembentur tiga
uunsur terselut, peraturan itu
harus dikritisi.” ujarnvyva.

Dia mengalku AJTI permniah
diuvndang Badan TTTrusan
Rumah Tangga (BURT)Y DPR
uuntulk Mmermbahas ramcain-
San peraturamn peliputan
di DPR. Saat rmmengundangs,
Pihhalk BURT mengatalkain
alkan mernbhbuat aturan untulc
menutup akses bagi orang-
orang yvang sulka mengaliu-—
alku sebagai wartawan.

“WMfrerela bilang di DPR
bDanvalk selcali wartawan
hbohongarn, jadi rmerelka in-
Sin membiluaat aturamn wuntulc
mermisahlkan antara waxr-—
rawan yang bohongan dan
yvang benar. Kalau dari sisi
itua, AJI tenmntul setuaju. Tetapi,
lalau dampalk cdlari peratuarain
ity justru Mmenghalangi pers,

Tnisalniya dalarn rmelalkulkan
fungsi kontrol permerinttalin,
kamil rasa peraturan itu harus
clitimjau ulang.” kata Eko.

IDalam rapat paripuariia
Selasa (5/2) lalu, pengesahan
rancangain peraturan peli-
PPutan di DPR yvang diajulkarn
BURT ditunda karera imreincla-—
Ppat banyvak kritilkan dari para
walkil ralkkyat.

G‘ Kalau dampak

dari peraturan itu justru
menghalangi pers,
miisalnva dalam fungsi
mengontrol pemerintah,
kami rasa peraturan itu
harus ditinjau ulang.”

Elco Wiarvadi
Ketua Umurm AJT

Alkbar Faisal, anggota Frala-
si Partai Hanura. rmisalniya,
menilail substansi peraturan
eliputan itu Imernunjulkikan
lkkealergian DPR terhadap
pers.

Rahadi Zalkaria dari Fralksi
PDIP juga ImMmermpertanyvalkan
adanyva sanksi dari Setjexn
DPR terhadap wartawain
yamng melanggar aturain.
MNMenuruat dia, wartawvwan ha-
Ny ar bhisa dijatuhi sanksi oleh
perusahaan termmpat dia belk-
erja, bukan oleh Setjernr DPR.

Saat menanggapi berbagai
Ikritilkan terhadap rancangart
aturan itu, Kepala Biro EFHu-
mas dan Permmiberitaan Selk-
retariat Jenderal DPR Djalka
Dwi Winarko mengatalkan
aturan itu tidalk dimalksud-
kann untuk Mmermbatasi ruang
seralk pers dalarm menicari
berita dan informasi di linmg-
kungan DPR. (ATvtw/P-22)
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